
 

 

 

 

 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

 
PERATURAN BUPATI NUNUKAN 

NOMOR 5  TAHUN 2020 
 

TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 61 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  

 

BUPATI NUNUKAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Aggaran 2020; 

  b. bahwa dengan adanya program dan kegiatan yang 

didanai dari sumber dana Transfer ke Daerah, Bantuan 

Keuangan,  dan sudah jelas peruntukannya, dan 

Pergeseran Anggaran Antar Objek dan Rincian Objek 

Belanja, serta adanya Kegiatan mendesak lainnya, maka 

perlu untuk melakukan perubahan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun Anggaran 2020; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari 

Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 

 

 

 



2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3962); 
3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5362); 
 



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 

 

11.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Repubik Indonesia Nomor 5601); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
 

13. Peraturan Pemeritah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4757); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4616);  
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 
 

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 

04); 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 

Nomor 19); 
 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 

Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 

Nomor 11); 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 6); 

    

 

                                                         MEMUTUSKAN:  

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 61 TAHUN 

2019 TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

 
 

 

 
 



Pasal  I 

 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 61 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

  

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 1 

diubah yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

 

Pasal 3 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal I diubah dengan rincian lebih lanjut sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran  Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah Kabupaten Nunukan.  

       

Ditetapkan di Nunukan, 

Pada tanggal 17 Februari 2020 
 

BUPATI NUNUKAN 

 

 ttd 
 

ASMIN LAURA HAFID 

 

Diundangkan di Nunukan 

Pada tanggal 17 Februari 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 

 

                ttd 

 

 SERFIANUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020 NOMOR 5 

 


